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ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN
(Studi di Polsek Pancur Batu)

DIMAS WAHYU CAHYO SAPUTRA
1206200626

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan
penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media,
tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Pancur Batu.
Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan
seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui modus operandi yang dilakukan pelaku bersama-sama melakukan
penganiayaan, untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana terhadap pelaku
bersama-sama melakukan penganiayaan, dan untuk mengetahui penerapan aturan
hukum tindak pidana terhadap pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif
analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian
deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi
pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.
Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Modus operandi yang
dilakukan Pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan diuraikan dengan cara
memukul, menginjak, dan melempar sesuatu terhadap korban. Proses penyidikan
terhadap pelaku bersama-sama melakukan peganiayaan yaitu atas nama pelaku
LUTER SEMBIRING PANDIA als BEDAH vyaitu pertama-tama adanya laporan
dari seorang saksi korban yang melaporkan adanya penganiayaan yang dilakukan
terhadap korban REDO SEJAHTERA TARIGAN, kemudian penyidik dan
penyidik pembantu melakukan tindakan hukum terkait tindak pidana yang telah
terjadi. Dikuatkan dengan adanya keterangan saksi korban yang memperjelas
bahwasannya tersangka adalah pelaku dalam tindak pidana ini. Serta Penerapan
Pasal oleh Penyidik terhadap tersangka LUTER SEMBIRING PANDIA als
BEDAH dipersangkakan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 170
ayat (2) ke (1e) KUHPidana atau Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Kata kunci: penyidikan, pelaku bersama-sama, penganiayaan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari
ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri.
Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-
hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan
kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-
peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum
merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya
hubungan-hubungan hukum.*

Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka
aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan
hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya
menunjukkan adanya pengganti terhadap aturan-aturan hukum yang sedang
berlaku (hukum positif), karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan
hukum masyarakat, dengan aturan-aturan hukum baru yang sejenis.’

Sanksi tidak dilihat sebagai ciri yang menentukan norma hukum, tetapi
sebagai alat yang mungkin untuk menjamin pelaksanaannya. Norma-norma yang

sah bukan disebabkan norma itu mengikat atau menciptakan kewajiban tetapi

! Sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

2 R. Abdoel Djamali. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
halaman 3.



karena sumbernya, konteks, dan tujuannya. Hal itu terlebih sebagai dasar yang
lebih meyakinkan.’

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), bukan
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pernyataan tersebut secara tegas
tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini
menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum,
Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban,
keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari
itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh
warga negara Indonesia.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah
ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan
cara setiap masyarakat berprilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam
kehidupan masyarakat yang di wujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan
norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam hidup bermasyarakat selalu memerlukan ketertiban dan kedamaian,
karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk mempertahankan
suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur yang sering menganggu ketentraman
masyarakat adalah unsur kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang
anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecendrungan meningkat,
dan dengan meningkatnya kriminalitas ditengah masyarakat maka ketentraman

hidup masyarakat pasti terganggu.

® Otje Salman, Antho F. Susanto. 2010. Teori Hukum. Bandung: Refika Aditama,
halaman 97.



Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat
itu sendiri, artinya kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat
negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti
bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan kerena
pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan
kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan
tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Suasana pembangunan yang pesat seperti sekarang ini dapat menimbulkan
cara hidup tidak wajar yang tidak berimbang antara kebutuhan dengan
kemampuan, yang pada klimaksnya dapat terjadi penyimpangan norma hidup
serta pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian dapat
menimbulkan berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat berupa kejahatan
ekonomis, kejahatan terhadap nyawa, seksual, bahkan kejahatan politis yang
mengakibatkan terganggunya rasa aman masyarakat. Hal ini bertentangan dengan
Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam rangka pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan
makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari
semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah tanggung jawab bersama

antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu pengadilan masalah kriminal

berkait dengan pengendalian individu di tengah masyarakat. Kriminalitas ditengah



masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal
mungkin.

Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah
pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang
dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering
terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-
sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota
tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup
bahkan sampai mengalami kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak
jarang menimbulkan efek atau dampak psikis terhadap korbannya seperti trauma,
ketakutan, ancaman,bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami
gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal baru
dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di ingkungan
keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja
bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang
merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan
beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau
dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya.
Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian,
atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak

sengaja.



Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan
penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media,
tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Pancur Batu.
Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan
seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan
perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam
dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.

Berdasarkan perkara, dengan tersangka Luter Sembiring Pandia als Bedah
secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan
pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 16.30 wib di Desa Pertampilen
Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, yang dilakukan bersama-sama saudara Tofik
dan dengan tiga orang temannya terhadap korban Redo Sejahtera Tarigan.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana materil, Polri memiliki
wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana.
Kewenangan dalam penyidikan tindak pidana oleh Polri, merupakan bagian dari
tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Berbicara hal tindakan hukum lainnya, perlu pula dipahami dengan benar
bagaimana tentang tata cara penyitaan, tata cara penahanan, pembuatan Berita
Acara, dan Berita Acara Pemeriksaan, serta meletakkan kata-kata yang benar yang

sesuai dengan kaidah hukum atau kebutuhan hukum yang seharusnya. *

* Hartono. 2010. Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 4.



Terjemahan bebas definisi van Bemmelen sebagai berikut. “Ilmu hukum

acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara,

karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

N

Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.

Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.

Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat
dan kalau perlu menahannya.

Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah
diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim
dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.

Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang
dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau
tindakan tata tertib.

Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.

Akhirng/a melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata
tertib”.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul :”Proses

Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Bersama-sama Melakukan

Penganiayaan (Studi di Polsek Pancur Batu)”

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau

pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak

dipecahkan melalui penelitiannya.® Masalah yang dirumuskan berdasarkan

uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan

pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam

penelitian ini antara lain:

® Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

6.

® Beni Ahmad Saebani. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka setia,

halaman 72.



a. Bagaimana modus operandi yang dilakukan pelaku bersama-sama
melakukan penganiayaan ?

b. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana terhadap pelaku bersama-sama
melakukan penganiayaan ?

c. Bagaimana penerapan aturan hukum tindak pidana terhadap pelaku

bersama-sama melakukan penganiayaan ?

2. Faedah Penelitian
Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah
sebagai berikut :

a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya tindak pidana
penganiayaan terkait masalah proses penyidikan tindak pidana terhadap
pelaku bersama-sama melakukan penganiayaan

b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara,
Bangsa , Masyarakat , dan Pembangunan agar terhindar dari tindak

pidana penganiayaan.

B. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui modus operandi yang dilakukan pelaku bersama-sama

melakukan penganiayaan.



2. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana terhadap pelaku
bersama-sama melakukan penganiayaan.
3. Untuk mengetahui penerapan aturan hukum tindak pidana terhadap pelaku

bersama-sama melakukan penganiayaan.

C. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang
dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah
atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.” Penelitian pada dasarnya merupakan
suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap
suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.® Hal ini disebabkan oleh karena
penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,
metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa
dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.® Agar
mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam
penelitian ini terdiri dari:
1. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang
menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif,
peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat

perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

" Beni Ahmad Saebani. Op. Cit., halaman 18.

& Bambang Sunggono. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, halaman
27.

® Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja
Grafindo, halaman 1.



2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data

sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang
merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini
diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak
Polsek Pancur Batu berupa wawancara dengan Aiptu Dedi Hernawan
Sinaga, selaku Kasikum Polsek Pancur Batu dan dokumen berupa
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als
Bedah.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan
kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan,
buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku
dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan

yang sesuai dengan judul skripsi.



3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet,
dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang
sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan
yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi
dokumentasi dan melalui wawancara dengan Aiptu Dedi Hernawan Sinaga,
selaku Kasikum Polsek Pancur Batu dan dokumen berupa Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) atas nama Luter Sembiring Pandia als Bedah..

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan

analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian

ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang
akan diteliti.’® Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Proses

Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Bersama-sama Melakukan

1% Fakultas Hukum. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum, halaman



Penganiayaan (Studi di Polsek Pancur Batu)”, maka dapat diterangkan definisi
operasional penelitian, yaitu:

1. Proses Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-
bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan
pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar
telah terjadi.™".

2. Tindak Pidana menurut Simons adalah kelakuan yang diancam dengan
pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang
dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.

3. Pelaku adalah yang melakukan suatu perbuatan, yang merupakan pelaku
utama dalam perubahan situasi tertentu.?

4. Bersama-sama adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang
yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan

rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.*?

1 Hartono., Op. Cit., halaman 32
12 «“pelaku” melalui, http://kamusbahasaindonesia.org/pelaku/mirip, dikases pada tanggal
23 Agustus 2016.

3 “penganiayaan” melalui, http:/makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/05/tindak-

pidana-penganiayaan.html, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Proses Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo
Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai berikut:

“Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan
oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah
mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada
terjadi sesuatu pelanggaran hukum.*

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan
adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat
menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan
yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan

jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi

Y“Andi Sofyan dan Abd Asis.2014.Hukum Acara Pidana suatu Pengantar.Jakarta :
Kencana, halaman 85.
*Andi Hamzah., Op. Cit., halaman 120.



manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah

sebagai berikut:

a.

b.

Ketentuan tentang alat-alat penyidik
Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik

Pemeriksaan di tempat kejadian

. Pemanggilan tersangka atau terdakwa

Penahanan sementara

Penggeledahan

. Pemeriksaan atau interogasi

. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)

Penyitaan

Penyampingan perkara

Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada
penyidik untuk disempurnakan.*®

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan

menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak

pidana.Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari

serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi

terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.’

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:
Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

'°Ibid., halaman 121.
7 M.Yahya Harahap.2006.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap.Jakarta :

Sinar Grafika.halaman 109.



b. Menemukan tersangka'®

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas,
yaitu upaya oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap
keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum
diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk
mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai
berikut:

a. Korbannya siapa

b. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu
melakukan dugaan tindak kejahatan™
Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa

pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi.
Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap
dugaan tindak pidana.

b. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan
kejahatan itu dilakukan.

c. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan)
akibat dugaan tindak pidana atau kejatan itu.

d. Adakah hukum atau perturan perudang-undagan yang dilanggar oleh yang

diduga melakukan tindak pidana itu.

18 |_eden Marpaung.2009.Proses Penanganan Perkara Pidana.Jakarta:Sinar Grafika,
halaman 11.
9 Hartono., Op. Cit., halaman 34



e. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
f. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun
tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.?
Menurut Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo.
Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah:
“Pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pengawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan”
Demikian pula menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, bahwa penyidik adalah:
a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
b. Pejabat pengawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang.
Sedangkan penyidik pejabat negeri sipil sebagaimana dalam Pasal 1 ayat
10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang dimaksud penyidik pengawai negeri sipil adalah:
“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang
yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.
Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian

Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat

polisi lain.

D1bid.,halaman 35.



Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul
departemen yang membawahkan pegawai tersebut.Wewenang pengangkatan
tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman.Sebelum pengangkatan,
terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu
adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.**

Menurut Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan
melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat(1) huruf a, karena
kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana

Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari

tersangka

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Mengambil sidik jari dan memotret seorang

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara

i. Mengadakan penghentian penyidikan

j.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

oo

Q oo

Berkas perkara yang terdapat dalam administrasi penyidikan, yang
berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan
Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang

diisyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan,

2t Andi Hamzah., Op. Cit., halaman 81.



pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin
ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan
peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi:#
a. sampul berkas perkara;
b. isi berkas perkara, meliputi:

1) daftar isi;

2) resume;

3) laporan polisi;

4) surat perintah tugas;

5) surat perintah Penyidikan;

6) SPDP;

7) berita acara pemeriksaan TKP;

8) surat panggilan saksi/ahli;

9) surat perintah membawa saksi;

10) berita acara membawa dan menghadapkan saksi;

11) berita acara penyumpahan saksi/ahli;

12) berita acara pemeriksaan saksi/ahli;

13) surat panggilan tersangka;

14) surat perintah penangkapan;

15) berita acara penangkapan;

16) berita acara pemeriksaan tersangka;

17) berita acara konfrontasi;

2 «perkap 14 tahun 2012” melalui, http:/satreskrimrestasmda.files.wordpress.com

/2012/11/perkap-14-th-2012-ttgmanajemen penyidikan.pdf, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016.




18) berita acara rekonstruksi;

19) surat permintaan bantuan penangkapan;

20) berita acara penyerahan tersangka;

21) surat perintah pelepasan tersangka;

22) berita acara pelepasan tersangka;

23) surat perintah penahanan;

24) berita acara penahanan;

25) surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum
(JPU) dan hakim;

26) surat penetapan perpanjangan penahanan;

27) berita acara perpanjangan penahanan;

28)surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga
tersangka;

29) surat perintah pengeluaran tahanan;

30) berita acara pengeluaran tahanan;

31) surat perintah pembantaran penahanan;

32) berita acara pembantaran penahanan;

33) surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;

34) berita acara pencabutan pembantaran penahanan;

35) surat perintah penahanan lanjutan;

36) berita acara penahanan lanjutan;

37)surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua

pengadilan;



38) surat perintah penggeledahan;

39) surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;

40) berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;

41) surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;

42) surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;

43) surat perintah penyitaan;

44) berita acara penyitaan;

45)surat permintaan persetujuan Presiden, Mend